BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data Penelitian
Pada sub bab ini akan dibahas mengenai paparan data yang diperoleh
peneliti selama penelitian. Selain itu juga akan dibahas temuan data terkait
dengan fokus dan pertayaan penelitian.
1. Profil Singkat Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna

(PERTAKINA)
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Gambar 4.1 Logo PERTAKINA
PERTAKINA adalah Organisasi Non-Pemerintah yang berbadan
hukum perkumpulan, bergerak pada sektor pemberdayaan Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) Purna. Awal di rintis sejak tahun 2010 dan berkantor pusat
di Kabupaten Blitar dan memiliki kantor lapangan di Dusun Sanan RT 03
RW 01 Desa Dayu Kec. Nglegok Kabupaten Blitar. Pertakina didirikan oleh

para aktifis sosial, mantan buruh migran, akademisi dan peneliti.*

'PERTAKINA (Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna), “Tentang Kami”, diakses
dari http://pertakina.org/tentang-kami/, pada tanggal 23 Maret 2019 Pukul 20.00 Wib.
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Tujuan didirikannya pertakina sebagai kepedulian beberapa mantan
tenaga kerja Indonesia yang sudah purna. Selain itu, nasib para mantan TKI
yang banyak bermasalah terhadap ketahanan ekonomi keluarga ,setelah
mereka tidak lagi bekerja di luar negeri. Dimana keterbatasan informasi,
jaringan dan hal-hal teknis yang membuat terbatasnya juga pilihan bagi
mereka untuk memulai sebuah usaha. Sehingga takut untuk memulai usaha
dan berpikir bahwa awal untuk melakukan usaha tidak dapat berkembang
karena keterbatasan-keterbatasan tersebut.

TKI memiliki karateristik yang spesifik. Rentang masalahnya dimulai
sejak dipedesaan hingga melampaui lintas batas negara, kepergian, waktu
bekerja bahkan pasca berbasis struktural maupun gender. Perdagangan
manusia (trafficking human) yanag mana terutamannya perempuan dan
anak menjadi realitas nyata dalam business rekruitmen dan penempatan
TKI. Hal ini, karena dampak lemahnya penegakan hukum serta regulasi
yang dibuat oleh negara dalam melindungi rakyatnya.

Oleh karenanya, di perlukan berbagai macam bentuk intervensi untuk
menjawabnya, terutama penguatan kelembagaan komunitas, bantuan
hukum, advokasi kebijakan serta pemberdayaan ekonomi. Sehingga ketika
TKI sudah memutuskan untuk tidak lagi pergi ke luar negeri. Pertakina
menganggap pendidikan, pemberdayaan dan pengorganisasian komunitas
sangat diperlukan serta diseminasi berbagai macam informasi. Hal itupun
terkait usaha-usaha yang produktif secara ekonomi, migrasi dan

ketenagakerjaan sebagai hal yang teramat penting. Dan dalam konteks ini
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Pertakina meletakkan penguatan basis ekonomi komunitas di pedesaan
sebagai strategi utama dan pembangunan jejaring strategis dengan lembaga-
lembaga lain sebagai cara yang memerlukan konseling dan bantuan hukum
juga. Itupun menjadi hal yang tidak terelakkan untuk digarap menginggat
masih banyak TKI yang menghadapi masalah.?

Gambar 4.2

Struktur Organisasi di PERTAKINA

Pengawas Ketua PERTAKINA
PERTAKINA Sulistiyaningsih
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Sumber : Data diolah oleh Peneliti
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2. Paparan Data
a. Peran Bank Indonesia dalam melakukan sosialisasi keuangan
inklusif bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia terkait
keuangan inklusif merupakan wujud implementasi dari program edukasi
keuangan yang terdapat dalam enam pilar strategi nasional keuangan
inklusif. Selain itu dalam edukasi keuangan terdapat beberapa obyek
yang bisa diberikan informasi mengenai keuangan inklusif mulai dari
Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Pelajar dan Masyarakat Umum.
Sosialisasi merupakan suatu proses penanaman atau transfer
informasi kepada suatu obyek yang diinginkan oleh edukator. Secara
khusus, sosialiasi sangat diperlukan oleh para pelaku bisnis UMKM
khususnya di  Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna
(PERTAKINA). Dimana masih banyak anggota yang belum mengetahui
keuangan inklusif. Peran Bank Indonesia dalam melakukan sosialisasi
keuangan inklusif bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai
pemberi informasi dan fasilitator ataupun katalisator. Berikut beberapa
langkah—langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini
sebagimana pernyataan dari Bapak Priatna Utama, S.E, MSA selaku
manager UMKM di KPw Bank Indonesia Kediri dalam wawancara
sebagai berikut:
“Untuk program sosialisasi keuangan inklusif dapat diberikan
saat UMKM mengajukan ataupun pada saat Bank Indonesia ada

kegiatan terkait keuangan inklusif. Jadi kitapun harus paham
permasalahan dan kebutuhan UMKM serta memilih program
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keuangan inklusif yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka
(langkah identifikasi). Menyusun perencanaan kegiatan sosialiasi,
berkoordinasi, dan menyiapkan seluruh administratif, materi,
narasumber, sumber daya manusia dan peralatan pendukung.
Melaksanakan kegiatan sosialisasi sesuai dengan perencanaan.
Melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan dan kantor pusat.Begitu
pula sosialisasi yang diakukan oleh Bank Indonesia kepada UMKM
atau masyarakat terkait keuangan inklusif. Bank Indonesia memiliki
macam — macam kegaitan salah satunya yaitu sosialisasi. Mungkin
bisa dilakukan bersamaan dengan kegiatan lainnya seperti pameran,
bazar, Kklinik bisnis, klinik umkm,. Itu bisa disisipkan materi/konten
keuangan inklusif kepada masyarakat lebih luas untuk mengetahui
keuangan inklusif.”

Hal senada juga diungkapkan oleh dengan pernyataan yang

disampaikan oleh Bu Sulistiyaningsih selaku Ketua PERTAKINA:

“Iyaaaa pernah mas, Bank Indonesia melakukan kegiatan
Sosialisasi untuk memberikan gambaran umum terkait keuangan
inklusif bagi UMKM. Selain itu membuka mindset kepada masyarakat
bahwa layanan jasa keuangan tidak dikhususkan untuk beberapa
perusahaaan besar saja tetapi juga bisa diakses oleh seluruh lapisan
masyarakat umum maupun pelaku bisnis UMKM. Walaupun itu untuk
mereka yang masih pemula dalam memulai bisnis mereka dengan
cara melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat). KUR berfungsi untuk
membantu masyarakat permodalan dalam usaha yang mereka
jalankan.”

Pada pemaparan diatas dapat diambil benang merah bahwa
kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia terkait keuangan
inklusif terhadap UMKM harus terus dilakukan oleh Bank Indonesia.
Jadi sosialisasi juga terus dilakukan oleh Bank Indonesia kepada

masyarakat umum terkait keuangan inklusif mulai manajemen keuangan

®Priatna, S.E, MSA, wawancara selaku manager UMKM di KPw Bank Indonesia Kediri,
(J1. Brawijaya No.2, Pocanan, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri), pada tanggal 26 Maret 2019 Pukul
10.10 Wib

*Sulistiyasningsih, wawancara Ketua Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna
(PERTAKINA), (Dusun Sanan RT 03 RW 01 Desa Dayu Kec. Nglegok Kabupaten Blitar) pada
tanggal 27 Maret 2019 Pukul 13.15 Wib

77



dan bagaimana membantu UMKM untuk bisa akses permodalan di
perbankan. Walaupun untuk pemula dengan mengajukan sistem kredit
KUR dengan bunga yang terjangkau.

Hal senada juga dikemukakan oleh anggota di PERTAKINA

yaitu Bu Mariyati dalam wawancara sebagai berikut:

“Untuk sosialisasi juga pernah diberikan oleh Bank Indonesia
ataupun PERTAKINA.Waktu itu juga saya pernah ikut dalam
sosialisasi terkait bagaimana cara manajemen keuangan di
PERTAKINA. Selain itu menurut saya, sosialisasi itu langkah awal

untuk memberikan dasar pengetahuan kepada UMKM  terkait

keuangan inklusif yang mana sangat membantu UMKM dalam akses

permodalan di perbankan”.”

Pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa langkah awal yang
harus dilakukan oleh Bank Indonesia yakni sosialisasi. Artinya sebelum
melakukan sosialisasi Bank Indonesia juga mengidentifikasi
permasalahan dan kebutuhan UMKM serta memilih program keuangan
inklusif yang  tepat sesuai dengan kebutuhan mereka (langkah
identifikasi). Sehingga sosialisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia
bisa tepat sasaran sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnnya.
Jadi posisi Bank Indonesia disini sebagai pemberi informasi terkait
keuangan inklusif agar para pelaku bisnis UMKM dapat
mengimplementasikan keuangan inklusif untuk usahannya.

Hasil observasi peneliti dimana Bank Indonesia benar-benar
melakukan kegiatan sosialiasasi kepada para pelaku UMKM. Selain itu

kegiatan sosialisasi dilakukan dengan berbagai model mulai seminar atau

*Mariyati, wawancara Anggota Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna
(PERTAKINA), (Srengat - Blitar) pada tanggal 01 April 2019 Pukul 11.10 Wib
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workshop yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada para UMKM TKI
Purna dan Keluarga TKI yang diselenggarkan di Kampung Coklat pada
tanggal 26 -27 Februari 2019 . Hal tersebut diperkuat dengan kehadiran
peneliti dalam kegiatan tersebut dengan melakukan dokumentasi melalui

foto dibawah ini:®

Gambar 4.3 Sosialisasi Digital Marketing

Manfaat sosialisasi bagi UMKM memiliki andil yang sangat

luar biasa dalam UMKM karena dengan adanya sosialisasi ada keinginan

ataupun motivasi untuk belajar lebih terkait keuangan inklusif. Hal ini

juga dijelaskan oleh Bapak Sucipto selaku Bendahara di PERTAKINA
dalam wawancara sebagai berikut:

“Manfaat dengan diadakan sosialisasi oleh Bank Indonesia

memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi teman —teman UMKM.

Dikarenakan mereka merasa diperhatikan sehingga mereka ingin

belajar lebih untuk diimplematasikan ke usahanya agar lebih maju dari
pada sebelumnya.”’

®Hasil observasi oleh Peneliti di Kampung Coklat Kademangan Blitar pada tanggal 26
Februari 2019 Pukul 10.28 Wib

"Sucipto, wawancara Bendahara Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna
(PERTAKINA), (Dusun Sanan RT 03 RW 01 Desa Dayu Kec. Nglegok Kabupaten Blitar) pada
tanggal 27 Maret 2019 Pukul 09.25 Wib
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Hal senada juga diungkap oleh Bu Liana Ciptowati,S.H yang
merupakan pegawai Bank Indonesia mengukapkan bahwa:

“Manfaat sosialisasi yang sebelumnya tidak teredukasi akhirnya
teredukasi dimana mereka mendapatkkan layanan jasa keuangan dari
perbankan.Pada akhirnya dari perbankan mengetahui bahwa nasabah
tersebut belum pernah mengajukan kredit sehingga dapat mengajukan
bantuan permodalan ke perbankan apabila nasabah keberatan karna
harus menyertakan jaminan nasabah. Nasabah bisa mengajukan KUR
(Kredit Usaha Rakyat) yang tidak harus menyertakan jaminan apapun
kepada perbankan yang bersangkutan.”®

Lebih lanjut, Bapak Priatna Utama, S.E, MSA selaku manager
UMKM di KPw Bank Indonesia Kediri juga mengukapkan dalam
wawancara sebagai berikut:

“Manfaat untuk UMKM harapannya bagi pengembagan usaha
UMKM. Jadi semakin banyak UMKM yang merasakan layanan jasa
keuangan baik itu perbankan, koperasi, asuransi maupun lembaga
leasing sekalipun. Sehingga jasa keuangan bisa diakses masyarakat
secara merata dan menyeluruh.”®

Selain itu juga diungkapan oleh anggota di PERTAKINA yaitu Ibu Siti
Ngazizah menjelaskan dalam wawancara sebagai berikut:

“Alhamdulillah, dengan adanya sosialisasi mengenai keuangan
inklusif. Saya mendapatkan tambahan ilmu dan pengalaman baru.
Lagi pula, saya juga baru mengetahui bagaimana cara mengelola
keuangan khsususnya bagi TKI Purna yang secara pendidikan tidak
begitu bagus seperti saat ini. Selain itu, Bank Indonesia juga pernah
melakukan pelatihan kewirausahaan. Dimana setelah itu banyak sekali
ilmu baru yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan tersebut.”*?

8Liana Ciptowati, S.H, wawancara selaku pegawai di KPw Bank Indonesia Kediri, (JI.
Brawijaya No.2, Pocanan, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri), pada tanggal 26 Maret 2019 Pukul
13.30 Wib

°Priatna, S.E, MSA, wawancara selaku manager UMKM di KPw Bank Indonesia Kediri,
(J1. Brawijaya No.2, Pocanan, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri), pada tanggal 26 Maret 2019 Pukul
10.25 Wib

95jti Ngazizah, wawancara Anggota Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna
(PERTAKINA), (Ds Subontoro Kec Ponggok) pada tanggal 03 April 2019 Pukul 16.05 Wib
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Disisi lain diperkuat lagi oleh anggota di PERTAKINA juga yaitu lbu
Maryati yang juga mengukapkan bahwa:

“Sosialisasi memiliki banyak manfaaat antara lain menambah

ilmu pengetahuan. Selain itu mendapatkan teman baru atau jejaring

baru dari teman — teman UMKM. Dimana hal tersebut sangat penting
untuk mengembangkan usaha bagi UMKM sendiri.”

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil benang merah bahwa
manfaat sosialisasi memiliki peran penting dalam UMKM. Sehingga dengan
sosialiasi mempunyai manfaat yang sangat luar biasa dalam pengembangan
bisnis di UMKM. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti
mengungkapkan bahwa manfaat sosialiasi terkait keuangan inklusif bagi
UMKM khususnya TKI Purna, Keluarga TKI bahkan TKI yang masih di
luar negeri. Untuk dapat memberikan gambaran umum mengenai layanan
jasa keuangan di perbankan. Hal tersebut diperkuat dengan kehadiran
peneliti dalam melakukan kegiatan observasi langsung ke PERTAKINA

dengan melakukan dokumentasi melalui foto dibawah ini:*

KUR
PENEMPATAN 'I’I(l

kyat b THCH

Manfaat KUR
Pene mpatan TKI

- Tr p;u;r.l Biaya

. Bur ; lu,.,..;-k;,
= Asuransi Pinjaman

\ - Edu Jk 15i Keuangan

Informasi lebih Lanjut aitahkan
datang ke BPSTIC, LP3TKI dan PATKI
—_atau di Website | www.brp2thl.go.id

Gambar 4.4 Manfaat KUR Penempatan TKI

“Hasil Observasi oleh Peneliti di Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna
(PERTAKINA), (Dusun Sanan RT 03 RW 01 Desa Dayu Kec. Nglegok Kabupaten Blitar) pada
tanggal 27 Maret 2019 Pukul 10.35 Wib
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Kendala merupakan hambatan yang sering terjadi saat melakukan
suatu kegiatan tanpa terkecuali dalam sosialiasi. Dimana kendala tersebut
bisa berasal dari pihak Bank Indonesia maupun dari UMKM itu sendiri.
Hal ini dijelaskan juga oleh Bu Liana Ciptowati,S.H yang merupakan
pegawai Bank Indonesia dalam wawancara sebagai berikut:

“Kendala dalam melakukan sosialisasi yaitu karena jangkauan
atau aksesnya yang tidak merata. Semisal kalau di kota mungkin
aksesnya mudah karena adanya fasilitas yang sangat memadai. Namun
akan susah tersentuh bagi masyarakat yang tinggal di pedalaman.
Bank Indonesia sangat susah untuk mengakses masyarakatnya yang
jauh. Yaaa, kalau kemarin kita kerjasama anggota DPR — RI dari itu
mengudang masyarakat umum. Dimana biasanya yang diundang yaitu
ketua kelompok atau komunitas. Selain itu harapanya dapat
memberikan edukasi kepada anggota kelompok yang ada di komunitas
tersebut.”*?

Hal senada juga dijelaskan oleh Bapak Priatna Utama, S.E, MSA
selaku manager UMKM di KPw Bank Indonesia Kediri dalam
wawancara sebagai berikut:

“Kendala dalam sosialisasi pastinya ada yaitu Sumber Daya
Manusia (SDM) yang paling utama dan pemahaman audience. Akan
tetapi tidak terlalu sulit dikarenakan sudah terbiasa maupun ditata
sedemikian rupa. Bank Indonesia selalu melakukan identifikasi
UMKM sebelum melakukan pelatihan kepada UMKM.Bahkan
disesuaikan dengan kluster UMKM supaya materi yang disampaikan
dapat tersampaikan kepada audience.”*®

Selain itu juga diungkapakan oleh salah satu anggota di

PERTAKINA vyaitu Ibu Maryati yang menjelaskan bahwa:

2| jana Ciptowati, S.H, wawancara selaku pegawai di KPw Bank Indonesia Kediri, (JI.
Brawijaya No.2, Pocanan, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri), pada tanggal 26 Maret 2019 Pukul
13.45 Wib

priatna, S.E, MSA, wawancara selaku manager UMKM di KPw Bank Indonesia Kediri,
(JI. Brawijaya No.2, Pocanan, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri), pada tanggal 26 Maret 2019 Pukul
10.45 Wib
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“Kendala utama pastinya Sumber Daya Manusia (SDM),
dimana kebanyakan yang ikut di PERTAKINA IRT (lbu Rumah
Tangga) baik itu TKI Purna maupun Keluarga TKI. Selain itu, kurang
memahami materi yang disampaikan saat proses sosialisasi dilakukan,

jam kegiatan telalu panjang. Kalau bisa sedikit materi tapi dapat

tersampaikan kepada audience”.*

Penyataan tersebut diatas menujukkan bahwa kendala atau hambatan
dalam proses sosialisasi yang paling utama yaitu Sumber Daya Manusia
(SDM) atupun pemahaman para pelaku bisnis UMKM tentang keuangan
inklusif itu sendiri.

Serangkain ungkapan maupun penyataan diatas bisa peneliti ambil
benang merah sosialisasi yang dilakukan Bank Indonesia terfokus
memberikan gambaran umum terkait keuangan inklusif kepada para pelaku
bisnis UMKM. Selain itu faktor utama saja akan tetapi ada faktor lainnya
seperti konten ataupun materi yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan
oleh UMKM. Dimana untuk lokasi Bank Indonesia dalam melakukan
sosialisasi keuangan inklusif bisa dimanapun asalkan ada permintaan dari
UMKM vyang bersangkutan. Bank Indonesia menjadi center informasi bagi

semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

“Mariyati, wawancara Anggota Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna
(PERTAKINA), (Srengat - Blitar) pada tanggal 01 April 2019 Pukul 11.30 Wib
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b. Peran Bank Indonesia dalam melakukan edukasi keuangan inklusif
bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Kegiatan Edukasi merupakan langkah berikutnya yang harus
dilakukan oleh Bank Indonesia dikarenakan disini Bank Indonesia sebagai
Edukator. Yang mana diharapkan kegiatan ini dapat memberikan feedback
yang baik bagi UMKM maupun Bank Indonesia sendiri. Bank Indonesia
harus memiliki langkah yang strategis agar dapat memaksimalkan proses
edukasi yang diberikan kepada para pelaku bisnis UMKM.

Kemudian langkah selanjutnya edukasi tentang keuangan inklusif
yang merupakan tahapan setelah sosialiasi. Bertujuan meningkatkan
pengetahuan dan kesadaran masyarakat luas tentang produk-produk dan
jasa-jasa keuangan yang ada dalam pasar keuangan formal, aspek
perlindungan konsumen dan pemahaman manajemen risiko. Ruang lingkup
edukasi keuangan ini meliputi: a) pengetahuan dan kesadaran tentang
ragam produk dan jasa keuangan, b) pengetahuan dan kesadaran tentang
risiko terkait dengan produk keuangan, c) perlindungan nasabah, d)
ketrampilan mengelola keuangan.

Selain itu untuk edukasi keuangan inklusif tidak hanya dilakukan oleh
Bank Indonesia saja akan tetapi juga dilakukan oleh Otoritas Jasa
Keuangan dan Instansi terkait agar Komunitas Keluarga Buruh Migram
(KKBM) bisa memanfaatkan uang yang telah didapatkan dari keluarga di

luar negeri untuk kegiatan yang lebih produktif.
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Edukasi sangat dibutuhkan oleh bisnis UMKM dalam mendapatkan
sebuah pengetahuan baru terkait keuangan inklusif. Hal ini juga
dijelaskan oleh Bapak Priatna Utama, S.E, MSA selaku manager
UMKM di KPw Bank Indonesia Kediri dalam wawancara sebagai
berikut:

“Edukasi keuangan merupakan proses pembelajaran suatu ilmu
pengetahuan. Selain itu sama halnya dengan sosialisasi hanya metode
saja yang berbeda terkait bagaimana cara menyampaikan saja, berbeda
lagi untuk worshop itu ada prateknya. Untuk edukasi hanya dijelaskan
secara umum saja. Yang mana untuk edukasi bisa termasuk dalam
program suatu lembaga seperti halnya yang ada di Bank Indonesia
mengenai edukasi keuangan inklusif. “Sama dengan sosialiasi baik
tahapannya maupun yang dilakukannya. Yang membedakan adalah
konten materinya saja. Sehingga, apakah konten materi yang
dibutuhkan UMKM lebih tepat dilakukan dengan model seminar,
sosialiasi, dan edukasi?”*®

Pada pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk konten materi
harus disesuaikan dengan kebutuhan UMKM. Selain itu edukasi keuangan
diharapkan terus dilakukan oleh Bank Indonesia khususnya UMKM yang
dibina langsung. Dan membuat kegiatan edukasi sesuai kluster UMKM
yang ada atau kegiatan khusus komunitas tertentu.

Hal senada dengan yang dikemukan Bu Sulistiyaningsih selaku Ketua
PERTAKINA dalam wawancara sebagai berikut:

“Bank Indonesia Kediri pernah melakukan edukasi terkait
keuangan inklusif. Bagaimana mengelola keuangan, pembukuan untuk
wirausaha sangat memotivasi teman—teman dimana kebanyakan yang
bergabung adalah keluarga TKI, mantan TKI bahkan TKI. Selain itu,
pendampingan pengelolaaan produk dan pengemasan produk UMKM.

Dimana dapat menambah omset pelaku UMKM. Kemudian adanya
edukasi lanjutan peran Bank Indonesia tidak hanya di indonesia

priatna, S.E, MSA, wawancara selaku manager UMKM di KPw Bank Indonesia Kediri,
(J1. Brawijaya No.2, Pocanan, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri), pada tanggal 26 Maret 2019 Pukul
10.50 Wib

85



melaikan memberikan mandat ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau
salah satu reminten TKI untuk mengedukasi TKI di luar negeri. Yang
berguna untuk memanajemen uang para TKI di luar negeri. Supaya
tidak adanya investasi bondong, yang mana ivestasi tersebut
merugikan para TKI di luar negeri.Harapan teman — teman TKI,
adanya perhatian khusus bagi TKI yang mana merupakan pahlawan
devisa negara. Untuk meminimalisir kerugian terhadap TKI disaat
tertipu investasi bondong dan itu retetannya sangant panjang bisa
membawa dampak sosial ekonomi luar biasa bagi keluarga maupun
TKI tersebut.”*

Selain itu, edukasi keuangan inklusif terus dilakukan oleh Bank
Indonesia agar masyarakat mengetahui pentingnya keuangan inklusif untuk
menjalankan usahanya. Layanan jasa keuangan yang inklusif agar membuka
ruang bagi para pelaku usaha UMKM untuk meningkatkan produktivitas
usaha. Hal ini juga dijelaskan oleh Bu Liana Ciptowati,S.H yang
merupakan pegawai Bank Indonesia dalam wawancara sebagai berikut:

“Edukasi adalah sebuah pembelajaran langsung dimana bisa

melakukan pertemuan langsung, sosialisasi bersama kalau tidak begitu

melalui media massa”.!’

Hal senada juga diungkap oleh Bapak Sucipto selaku Bendahara di
Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna yang menjelaskan bahwa:
“Edukasi merupakan kegiatan dalam memperhatikan, melihat,
membantu sejauh mana usaha yang dijalankan oleh pelaku bisnis
UMKM” .1

Selain itu penyataan juga diperkuat kembali dari Bu Sulistiyaningsih

selaku Ketua PERTAKINA dalam wawancara sebagai berikut:

8sulistiyasningsih, wawancara Ketua Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna

(PERTAKINA), (Dusun Sanan RT 03 RW 01 Desa Dayu Kec. Nglegok Kabupaten Blitar) pada
tanggal 27 Maret 2019 Pukul 13.22 Wib

L iana Ciptowati, S.H, wawancara selaku pegawai di KPw Bank Indonesia Kediri, (JI.

Brawijaya No.2, Pocanan, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri), pada tanggal 26 Maret 2019 Pukul
14.10 Wib

8Sucipto, wawancara Bendahara Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna

(PERTAKINA), (Dusun Sanan RT 03 RW 01 Desa Dayu Kec. Nglegok Kabupaten Blitar) pada
tanggal 27 Februari 2019 Pukul 09.45 Wib
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“Edukasi keuangan inklusif yang cocok digunakan oleh
PERTAKINA yaitu mengenai remitansi dikarenakan keluarga TKI
tidak tahu ternyata tidak harus melalui pihak ketiga, sehingga uang
TKI bisa langsung ditransfer ke rekening TKI sendiri maupun ke
keluarga TKI secara langsung. Kemudian untuk masyarakat keluarga
TKI bisa melakukan pembayaran secara non-tunai atau transfer untuk
keluarga yang mempunyai usaha. Dimana masih belum begitu banyak
keluarga TKI mengenai pemberdayaan, Coporate Social
Responsibility (CSR) dan pendapingan usaha, ataupun permodalan
baik yang pemula yang sudah berjala yang di dapatkan dari edukasi
tersebut.”*

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa Bank Indonesia
juga melakukan edukasi kepada UMKM. Selain itu instansi terkait juga
melakukan edukasi kepada bagi community organizer Komunitas Keluarga
Buruh Migram (KKBM) yang mana kegiatan tersebut dilakukan oleh
Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 10 -11 April 2019 di Bogor Jawa
Barat. Selain itu kegiatan tersebut diperkuat dengan dokumentasi foto

sebagai berikut:?°

Ysulistiyasningsih, wawancara Ketua Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna
(PERTAKINA), (Dusun Sanan RT 03 RW 01 Desa Dayu Kec. Nglegok Kabupaten Blitar) pada
tanggal 26 Maret 2019 Pukul 13.40 Wib

2Hasil Observasi Dokumen Foto di Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna
(PERTAKINA), (Dusun Sanan RT 03 RW 01 Desa Dayu Kec. Nglegok Kabupaten Blitar) pada
tanggal 27 Februari 2019 Pukul 15.10 Wib
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Gambar 4.5 Edukasi Keuangan KKBM

Pendapatan TKI yang bekerja di luar negeri memberikan pengaruh
positif terhadap daerah asal melalui remitansi yang dikirimkan kepada
keluarganya. Salah satu sumber devisa yang penting untuk pengembangan
yang negara adalah Remitansi. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Priatna
Utama, S.E, MSA selaku manager UMKM di KPw Bank Indonesia Kediri
dalam wawancara sebagai berikut:

“Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai
beberapa cara dengan dalam hal pemberdayaan dan remitansi. Dimana
disisi lain Bank Indonesia juga memiliki kepentingan dan tujuan.
Karena TKI juga sebagai sumber devisa negara. Yang mana sangat
memiliki peran penting dalam perekonomian negara. Selain itu Bank
Indonesia berharap bahwa TKI mempunyai upskill semisal yang
sebelumnya hanya sebagai pembantu rumah tangga menjadi perawat,
bisa juga jadi tenaga teknik sipil yang sangat perlu dibutuhkan di
lapangan seperti mandor bangunan, ahli dalam suatu bidang tertentu
itu akan lebih bagus, sebelum TKI memutuskan untuk pergi bekerja
ke luar negeri. Model keuangan inklusif yang sangat dibutuhkan oleh
UMKM vyaitu remitansi atau pengelolaan dana yang diperoleh
keluarga TKI untuk dimanfaatkan dalam sektor produktif bukan hanya
digunakan untuk hal yang konsumtif saja. Selain itu, agar akses
remintasi dapat dipermudah ataupun sarana dan prasarana yang bisa
diakses kalau TKI ingin mendapatkan akses lanyanan informasi. TKI
harus mempunyai alat komunikasi yaitu handphone untuk digunakan
mobile banking. Dimana pada saat TKI ingin melakukan transfer ke
keluarga Indonesia bisa menggunakan mobile banking. Sehingga perlu
fasilitas supaya TKI tidak dipersulit dalam proses remitansi. Mungkin
kendalanya, mata uang Yyang berbeda. Semisal juragannya

88



mengunakan May Bank terus TKI menggunakan BNI kemudian
juragan mengirimkan menggunakan dollar hongkong itupun kalau
yang masuk rupiah gampang. Tapi kalau yang masuk dollar hongkong
harus disesuaikan dengan kurs di bank yang bersangkutan ataupun
bisa juga bank melakukan kerjasama.”*

Remitansi merupakan hal dasar yang harus diketahui oleh TKI sebelum

ataupun sesudah TKI berada di luar negeri. Sehingga apabila TKI ingin

mengirim uang mereka ke Indonesia tidak ada campur tangan pihak ketiga

semisal Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Hal ini dapat

mengurangi jumlah uang yang dikirimkan oleh TKI kepada keluarga yang

ada di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Bu Liana Ciptowati,S.H

yang merupakan pegawai Bank Indonesia dalam wawancara sebagai

berikut:

“Remitansi adalah proses transfer uang dari luar negeri ke
indoneesia yang dilakukan oleh TKI. Sebenarnya dalam tranfer uang
TKI bisa melalui perbankan. Dimana TKI bisa melakukan hal
tersebut melalui lembaga formal perbankan, WU (Western Union).
Akan tetapi terkadang tempat kerja TKI jauh dengan distric yang
menyediakan layanan jasa tersebut. Yang mana akhirnya TKI
menitipkan uang kepada agen, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja
Indonesia (PJTKI) yaa kalau sampai uang mereka kalau tidak
bagaimana?. Dikarenakan tidak tercatat dalam transaksi yang ada di
perbankan.”??

Hal itu juga diungkapkan oleh pernyataan yang disampaikan oleh Bu

Sulistiyaningsih selaku Ketua PERTAKINA:

“TKI merupakan orang yang bekerja ke luar negeri dengan jasa
perorangan, perusahan maupun pemerintah mulai dalam sektor formal
dan informal atapu upskilll mapun non-skill. Remitansi adalah uang

“'priatna, S.E, MSA, wawancara selaku manager UMKM di KPw Bank Indonesia Kediri,
(J1. Brawijaya No.2, Pocanan, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri), pada tanggal 26 Maret 2019 Pukul

*?|jana Ciptowati, S.H, wawancara selaku pegawai di KPw Bank Indonesia Kediri, (JI.
Brawijaya No.2, Pocanan, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri), pada tanggal 26 Maret 2019 Pukul
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yang ditransfer dari luar negeri ke dalam negeri oleh TKI. Dimana
kebanyakan digunakan untuk hal yang konsumtif saja. Akan tetapi
harapan dari PERTAKINA dari keluarga TKI dapat memanfaatkan
dana tersebut dengan hal yang lebih produktif agar uang yang
diperoleh dapat berputar dengan melakukan usaha.”?

Pendapat lain juga diungkapkan oleh salah satu anggota di
PERTAKINA vyaitu Ibu Maryati bahwa:

“TKI adalah semua warga Indonesia yang bekerja di luar negeri.
Dimana TKI merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar untuk
Indonesia. Dikarenakan banyak sekali pengiriman uang dari luar
negeri dalam jumlah yang besar. Remitansi adalah pengiriman uang
dari luar negeri ke dalam negeri yang dilakukan oleh TKI.”?*

Pada pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa model keuangan
inklusif yang cocok bagi pelaku UMKM yang ada di PERTAKINA vyaitu
model keuangan inklusif yang berbasis edukasi remitansi dan pengelolaan
dana yang diperoleh keluarga TKI yang bekerja di luar negeri.

Kemudian setelah dilakukan edukasi pasti ada manfaat dari
kegiatan tersebut. Berikut beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Bapak
Priatna Utama, S.E, MSA selaku manager UMKM di KPw Bank
Indonesia Kediri dalam wawancara sebagai berikut:

“Manfaat edukasi UMKM akan memperoleh informasi,
pengetahuan dimana setelah mendapatkan informasi UMKM bisa
mengaplikasikan dalam usahanya. Output ilmu yang diterima dan
input-nya usahanya. Dimana para pelaku bisnis UMKM lebih terbuka

akses keuangannya. Hasil yang didapatkan setelah kegiatan edukasi
yang dilakukan Bank Indonesia ,akhirnya UMKM mengetahui tentang

2gylistiyasningsih, wawancara Ketua Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna
(PERTAKINA), (Dusun Sanan RT 03 RW 01 Desa Dayu Kec. Nglegok Kabupaten Blitar) pada
tanggal 27 Maret 2019 Pukul 13.55 Wib

*Mariyati, wawancara Anggota Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna
(PERTAKINA), (Srengat - Blitar) pada tanggal 01 April 2019 Pukul 11.35 Wib
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akses ke lembaga perbankan maupun non perbankan. Dimana akan
juga berdampak kepada usaha yang dijalakan oleh UMKM.”%

Edukasi merupakan sebuah pembelajaran atau memberikan

informasi terkait suatu kegaiatan yang mana masih bersifat umum.

Berbeda halnya dengan worshop yang ada tindak lanjutnya berupa pratek

setelah materi atu konten disampaikan kepada audience. Selain itu dalam

edukasi diharapkan adanya potensi yang dapat dikembangkan dalam diri

yang dimililiki oleh setiap audience. Yang berguna untuk menjadi

langkah awal dalam menentukan usaha yang akan dijalankannya. Hal

lain juga dijelaskan oleh salah satu pengurus yang ada di PERTAKINA

yaitu Bapak Sucipto selaku Bendahara di PERTAKINA bahwa :

“Manfaat edukasi antara lain membantu untuk kelancaran usaha
teman-teman UMKM vyang ada di PERTAKINA. Kemudian saya
berharap kepada edukator adanya tidak lanjut, tidak hanya dalam
pelatihan saja. Akan tetapi harus dilakukan pendampingan continue
oleh Bank Indonesia kepada para pelaku bisnis UMKM.”?

Selain itu diungkapkan juga oleh Bu Liana Ciptowati,S.H yang

merupakan pegawai Bank Indonesia dalam wawancara sebagai berikut:

“Manfaat edukasi yaitu akhirnya UMKM akan tertarik untuk
memiliki produk-produk perbankan. Yang mana awalnya mungkin
belum unbankable menjadi bankable. Hal ini mungkin dimulai dengan
memiliki tabungan terlebih dahulu. Dimana dengan memiliki
tabungan UMKM akan ditawarkan produk lainnya oleh perbankan
seperti  kredit atapun KUR (Kredit Usaha Rakyat). Selain itu juga
bisa menggunakan asuransi, investasi dan lain sebagainnya. Pada

“priatna, S.E, MSA, wawancara selaku manager UMKM di KPw Bank Indonesia Kediri,
(J1. Brawijaya No.2, Pocanan, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri), pada tanggal 26 Maret 2019 Pukul

%gycipto, wawancara Bendahara Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna
(PERTAKINA), (Dusun Sanan RT 03 RW 01 Desa Dayu Kec. Nglegok Kabupaten Blitar) pada
tanggal 27 Februari 2019 Pukul 10.20 Wib
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intinya edukasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia UMKM harus
memiliki tabungan terlebih dahulu.”?’

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat edukasi
bagi UMKM memiliki peran khusus yang mana sebelumnya unbankable
menjadi bankable. Dimana UMKM yang sebelumnya belum mengetahui
produk perbankan menjadi tahu berbagai macam produk yang disediakan
oleh perbankan khususnya bagi pelaku bisnis UMKM.

Kemudian kendala yang dihadapi oleh Bank Indonesia sama halnya
pada saat sosialisasi yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemahaman
materi hal juga dijelaskan oleh pernyataan yang disampaikan oleh Bu
Sulistiyaningsih selaku Ketua PERTAKINA:

“Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih belum mumpuni
dikarenakan mayoritas pendidikan TKI sangat kurang sehingga daya
tangkap TKI Purna juga masih kurang. Selanjutnya harus ada edukasi
mengenai manajemen keuangan, capacity building utamanya di
PERTAKINA. Diharapkan Bank Indonesia terus melakukan
pendampingan, sosialisasi, edukasi dan monitoring. Agar dapat
dimplementasikan oleh UMKM yang bersangkutan.”?

Hasil observasi menujukkan bahwa Bank Indonesia sungguh-
sungguh melakukan kegiatan edukasi tidak hanya bagi masyarakat umum
akan tetapi juga bagi Komunitas Keluarga Buruh Migram (KKBM) di
PERTAKINA. Hal ini diperkuat dengan keterlibatan PERTAKINA

dalam acara Capacity Building dan Sharing Session yang dilakukan KPw

Ljana Ciptowati, S.H, wawancara selaku pegawai di KPw Bank Indonesia Kediri, (JI.
Brawijaya No.2, Pocanan, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri), pada tanggal 26 Maret 2019 Pukul

gylistiyasningsih, wawancara Ketua Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna
(PERTAKINA), (Dusun Sanan RT 03 RW 01 Desa Dayu Kec. Nglegok Kabupaten Blitar) pada
tanggal 27 Februari 2019 Pukul 14.20 Wib
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Bank Indonesia Kediri. Hal ini diperkuat dengan bukti dokumentasi

berupa foto sebagai berikut:*°

Gambar 4.6 Capacity Building dan Sharing Session

Adapun kendala yang dihadapi oleh Bank Indonesia laiinya juga
disampaikan oleh Bu Liana Ciptowati,S.H yang merupakan pegawai
Bank Indonesia dalam wawancara sebagai berikut:

“Adapun kendala antara lain  pemahaman, Sumber Daya
Manusia (SDM), dimana dengan keterbatasan KPw Bank Indonesia
Kediri yang harus membawahi sebelas wilayah kerja vyaitu
Kabupaten/Kota Blitar, Kabupaten/Kota Kediri, Kabupaten/Kota
Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi,
Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek,
Kabupaten Tulungagung. Memerlukan tenaga ataupu orang banyak untuk
menjalankannya. Sebenarnya Bank Indonesia bisa menghimbau
perbankan untuk mengsosialisasikan keuangan inklusif kepada para
pelaku bisnis UMKM.”®

Dalam berbagai kendala yang terjadi Bank Indonesia selalu
melakukan inisiatif telah dilaksanakan oleh kementerian/instansi terkait

dalam rangka implementasi strategi nasional keuangan inklusif. Hal ini

®Hasil Observasi Dokumen Foto di Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna
(PERTAKINA), (Dusun Sanan RT 03 RW 01 Desa Dayu Kec. Nglegok Kabupaten Blitar) pada
tanggal 27 Februari 2019 Pukul 15.45 Wib

%L_jana Ciptowati, S.H, wawancara selaku pegawai di KPw Bank Indonesia Kediri, (JI.
Brawijaya No.2, Pocanan, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri), pada tanggal 26 Maret 2019 Pukul
15.20 Wib
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menunjukkan komitmen dari berbagai kementerian/instansi terkait untuk
secara aktif berupaya mengimplementasikan rencana-rencana masa
depan serta program-program akan datang yang berkaitan dengan strategi
nasional keuangan inklusif. Adapun road map pelaksanaan inisiatif
dibedakan menjadi program kegiatan keuangan inklusif serta program
yang bersifat solusi segera (quick wins).

Dimana diharapkan inisiatif yang dilakukan dapat memberikan
penangganan yang cepat agar edukasi keuangan inklusif dapat diperoleh
semua kalangan mulai dari pelajar, TKI maupun masyarakat umum.
Khususnya para TKI yang tergabung di PERTAKINA. Beberapa inisiatif
mungkin bisa dilakukan dengan melihat kendala yang dihadapi saat
melakukan edukasi kepada UMKM Bapak Priatna Utama, S.E, MSA
selaku manager UMKM di KPw Bank Indonesia Kediri dalam
wawancara sebagai berikut:

“Solusi awalnya Bank Indonesia harus mengetahui audince
terlebih dahulu. Biasanya Bank Indonesia juga berkerja sama dengan
asosisasi yang memiliki anggota binaan atau komunitas. Dimana
setelah itu akan dilakukan seleksi sehingga Bank Indonesia lebih
mudah dalam menyampaikan konten atupun materi yang akan
disampaikan. Kemudian mencari narasumber yang sesuai dengan
kebutuhan saat melakukan edukasi kepada UMKM.” *!

Hal lain juga diungkapkan oleh Bu Liana Ciptowati,S.H yang
merupakan pegawai Bank Indonesia dalam wawancara sebagai berikut:

“Mungkin solusi awalnya adalah edukasi secara continue bagi

UMKM. Yang mana UMKM membutuhkan produk—produk yang ada
di perbankan. Semisal kalau UMKM butuh kredit kalau ditawarkan

*priatna, S.E, MSA, wawancara selaku manager UMKM di KPw Bank Indonesia Kediri,
(JI. Brawijaya No.2, Pocanan, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri), pada tanggal 26 Maret 2019 Pukul
11.55 Wib
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tabungan UMKM pun tidak mau. Dimana UMKM pasti akan mencari
informasi untuk datang ke bank langsung. Sebenarnya juga ada
perantaranya KKMP (Konsultan Kerja Mitra Bankg tetapi Bank
Indonesia juga mengedukasi untuk KKMP itu sendiri.” 2

Selain itu juga diperkuat oleh penjelasan dari anggota di
PERTAKINA yaitu Ibu Siti Ngazizah dalam wawancara sebagai berikut:

“Solusi awalnya harus memberikan materi edukasi sesuai
dengan kebutuhan UMKM. Sehingga materi yang disampaikan oleh
Bank Indonesia dapat di implemtasikan dalam usaha yang dijalankan.
Dikarenkan untuk TKI Purna yang ada di PERTAKINA merupakan
Ibu Rumah Tangga (IRT) yang mana daya tangkap akan suatu hal
sangat lemah.”*®

Penyataan diatas menjelaskan bahwa solusi yang harus dilakukan
apabila terjadi kendala dalam penyampaian materi pada saat edukasi dengan
melihat obyek audience terlebih dahulu atau setelah dilakukan kegiatan
edukasi. Kemudian terus dilakukan pendampingan oleh Bank Indonesia. Hal
ini dipertegas olen Bapak Sucipto yang merupakan Bendahara di
PERTAKINA bahwa:

“Solusi yang diharapkan oleh UMKM khususnya PERTAKINA
adanya tidak lanjut setelah kegiatan dilakukan. Selain itu juga
mengharapakan Bank Indonesia terus melakukan pendampingan.
Dimana apa yang sudah di edukasi oleh Bank Indonesia supaya dapat
diterapkan oleh UMKM. Yang mana adanya kluster UMKM yang
mau dibina sehingga apabila usaha yang dijalankan sama akan
memuculkan berbagai macam pertayaan dan sharing antar UMKM
satu denga yang lainnya. Contoh UMKM yang ada di PERTAKINA
yaitu kripik jamur, abon ayam dan daging, telur asin, kripik pepaya,
kripik usus, kripik singkong dan lain sebagainya.”**

*2| jana Ciptowati, S.H, wawancara selaku pegawai di KPw Bank Indonesia Kediri, (JI.
Brawijaya No.2, Pocanan, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri), pada tanggal 26 Maret 2019 Pukul
15.35 Wib

%siti Ngazizah, wawancara Anggota Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna
(PERTAKINA), (Ds Subontoro Kec Ponggok) pada tanggal 03 April 2019 Pukul 16.20 Wib

*Sycipto, wawancara Bendahara Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna
(PERTAKINA), (Dusun Sanan RT 03 RW 01 Desa Dayu Kec. Nglegok Kabupaten Blitar) pada
tanggal 27 Februari 2019 Pukul 11.00 Wib
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Pada pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa solusi yang tepat
sebelum melakukan edukasi adalah Bank Indonesia harus mengetahui
audience saat melakukan edukasi kepada UMKM. Hal ini penting agar
dapat mensinkronkan antara pihak Bank Indonesia dan UMKM yang akan
diberikan materi edukasi tersebut.

Berdasarkan rangkaian uraian diatas dapat ditarik benang merah
bahwa Bank Indonesia memberikan pembelajaran keuangan inklusif sesuai
dengan kebutuhan UMKM. Kemudian Bank Indonesia juga mendorong
UMKM vyang sebelumnya unbankable menjadi bankable. Selain itu
melakukan edukasi dalam konten atau materi terkait remintansi kepada TKI
Purna dan Keluarga TKI.

. Peran Bank Indonesia dalam melakukan monitoring keuangan inklusif
bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga
sekaligus dalam hal evaluasi terkait kegiatan yang telah disampaikan mulai
dari sosialisasi dan edukasi. Monitoring atau pengawasan bukan bertujuan
mencari-cari kesalahan atau siapa yang salah, tetapi tujuan utama dari
monitoring atau pengawasan adalah memahami apa yang salah demi
perbaikan dimasa yang akan datang. Maksud dan tujuannya adalah agar apa
yang tercantum dalam pengawasan itu dipahami bersama, sedangkan tujuan
utamanya adalah demi pengambilan tindak lanjut secepatnya dengan

memprioritaskan hal-hal atau masalah. Hal ini diungkapkan oleh Bapak
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Priatna Utama, S.E, MSA selaku manager UMKM di KPw Bank Indonesia

Kediri dalam wawancara sebagai berikut:

“Monitoring atau pegawasan dengan melaporkan hasil kegiatan
kepada pimpinan dan kantor pusat. Selain itu, melakukan monitoring
dan evaluasi terhadap hasil sosialiasi. Bisa dengan menyebarkan
survei, konfirmasi, kunjungan lapangan, melakukan pertemuan dll.
Kemudian menidaklanjuti hasil moitoring untuk perbaikan di kegiatan
selanjutnya. Monitoring yang dilakukan oleh Bank Indonesia dapat
melalui koperasi maupun perbankan. Selain itu dengan berkerjasaa
dengan ketua komunitas. Untuk melihat apakah anggota UMKM
mereka sudah membuka tabungan atau belum. Sehingga Bank akan
lebih mudah untuk menjadikan bahan evalausi ke kantor pusat untuk
dijadikan bahan pertimbangan untuk program selanjutnya.Mungkin
kalau di Go - Jek Bank Indonesia bisa meminta data untuk melakukan
monitoring. Semisal Bank Indonesia ingin melihat berapa banyak
UMKM yang menggunakan jasa layanan di Go — Jek?. Kemudian
UMKM menggunakan pembayaran apa saja? Apakah UMKM
menggunakan virtual money? Apabila banyak yang menggunakan
virtual money ini menujukkan bahwa sosialisasi berdampak pada
umkm ataupun lembaga market place.”®

Hal senada juga diungkapkan oleh Bu Liana Ciptowati,S.H yang

merupakan pegawai Bank Indonesia dalam wawancara sebagai berikut:

“Dengan adanya monitoring Bank Indonesia  mengetahui
kelemahan—kelemahan dan kelebih—kelebihanya dari edukasi
keuangan inklusif baik masyarakat maupun bagi pelaku bisnis
UMKM. Semisal disini “A” menerima materi yang disampaikan akan
tetapi disisi lain “B” tidak bisa menerima materi yang disampaikan.
Hal ini akhirnya Bank Indonesia biar tahu bagaimana kendala di
Iapang%Q?. Kemudian akan dilaporkan ke pimpinan dan ke kantor
pusat.”

*priatna, S.E, MSA, wawancara selaku manager UMKM di KPw Bank Indonesia Kediri,
(J1. Brawijaya No.2, Pocanan, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri), pada tanggal 26 Maret 2019 Pukul

12.15 Wib

%jana Ciptowati, S.H, wawancara selaku pegawai di KPw Bank Indonesia Kediri, (JI.
Brawijaya No.2, Pocanan, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri), pada tanggal 26 Maret 2019 Pukul

15.45 Wib
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Selain itu juga dijelaskan oleh Bapak Sucipto selaku Bendahara di
PERTAKINA bahwa:

“Monitoring adalah upaya yang dilakukan oleh perorangan atau
lembaga untuk melihat bagaimana perkembangan suatu usaha yang
dijalankan oleh komunitas seperti halnya KKBM (Komunitas
Keluarga Buruh Migran) yang ada di PERTAKINA. Yang mana
selain dari Bank Indonesia melakukan monitoring atau pegawasan
secara berkelanjutan. Namun dari pihak PERTAKINA juga
melakukan uapaya monitoring kepada seluruh anggota yang masih
aktif di PERTAKINA. Sehingga UMKM merasa bahwa adanya
perhatian baik dari Bank Indonesia maupun dari PERTAKINA
sendiri.”’

Pendapat lain juga diungkapkan oleh salah satu anggota di
PERTAKINA yaitu Ibu Siti Ngazizah bahwa:

“Monitoring yaitu pengawasaan yang dilakukan oleh lembaga

kepada usaha yang dibinanya. Yaa, karena saya bergabung di

PERTAKINA banyak sekali tambah pengalaman lalu mendapatkan

ilmu yang kemudian diterapkan dalam usaha saya saat ini.

Alhamdulillah dengan adanya sosialisasi, edukasi bahkan monitoring

baik itu yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun PERTAKINA.

Dimana setelah dilakukan kegiatan tersebut dapat memperlancar

omset penjualan usaha saya.”38

Dari pernyataan diatas dapat ditarik benang merah bahwa monitoring

yang dilakukan Bank Indonesia maupun PERTAKINA memiliki dampak

yang besar. Sehingga UMKM merasa adanya perhatian dan motivasi untuk

belajar lebih lagi agar usaha yang dijalankannya menjadi lebih besar lagi.

Selain itu pendampingan dan pegawasan yang berkala akan membantu Bank

Indonesia maupun PERTAKINA sebagai bahan evaluasi untuk program

selanjutnya.

¥'Sucipto, wawancara Bendahara Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna
(PERTAKINA), (Dusun Sanan RT 03 RW 01 Desa Dayu Kec. Nglegok Kabupaten Blitar) pada
tanggal 27 Februari 2019 Pukul 11.10 Wib

%8siti Ngazizah, wawancara Anggota Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna
(PERTAKINA), (Ds Subontoro Kec Ponggok) pada tanggal 03 April 2019 Pukul 16.30 Wib
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Selain itu hasil observasi menujukkan bahwa Bank Indonesia benar-
benar melakukan kegiatan monitoring secara langsung maupun tidak
langsung ke tempat UMKM. Selain itu Bank Indonesia melakukan
monitoring sekaligus evaluasi yang mana bisa dilakukan dalam model rapat
dengan UMKM terkait dengan mengikutsertakan beberapa instansi terkait
dan stakeholder. Hal lain juga bisa dilakukan Bank Indonesia dengan terjun
langsung ke tempat UMKM sehingga dapat melihat perkembangan usaha
para pelaku bisnis UMKM. Untuk memperkuat kegiatan tersebut berikut

bukti dokumentasi foto sebagai berikut:*

Gambar 4.7 Rapat Monitoring & Evaluasi Bank Indonesia
Kemudian terkait apa saja manfaat dilakukan monitoring baik dari Bank
Indonesia maupun PERTAKINA. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Priatna
Utama, S.E,MSA selaku manager UMKM di KPw Bank Indonesia Kediri
dalam wawancara sebagai berikut:
“Manfaat monitoring sebagai asksesbilitas keuangan bagi
UMKM. Dimana sebagai bahan apakah evaluasi Bank Indonesia

untuk melihat pertumbuhan apakah banyak UMKM yang
menggunakan virtual money dalam menjalankannya usahanya?.

*Hasil Observasi Dokumen Foto di Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna
(PERTAKINA), (Dusun Sanan RT 03 RW 01 Desa Dayu Kec. Nglegok Kabupaten Blitar) pada
tanggal 27 Februari 2019 Pukul 14.55 Wib
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Selain memperbaiki apabila terjadi metode penyampaian konten atau
materi yang tidak sesuai saat melakukan edukasi. Ataupu produk —
produk perbankan yang masih belum bisa melayani semua lapisan
masyarakat. Semisal seorang petani ditawarkan perbankan dengan
kredit bulanan . Hal inipun tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan
oleh petani tersebut.”*

Untuk mengetahui apakah kegiatan sosialiasi ataupun edukasi dapat
tercapai sesuai dengan perencanaan di awal. Bank Indonesia melakukan
kegiatan monitoring kepada UMKM. Selain itu dalam rangka memperluas
pengembangan keuangan inklusif diperlukan kerjasama dengan berbagai
lembaga baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Selain itu
dalam pelaksanaan kegiatan keuangan inklusif yang relevan dengan tugas
dan wewenang Bank Indonesia. Dimana ini merupakan tugas bersama
dengan kementerian/lembaga terkait melakukan evaluasi perkembangan
keuangan inklusif untuk bahan perbaikan dan penyempurnaan kegiatan di
masa datang.

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu anggota di PERTAKINA
yaitu Ibu Siti Ngazizah bahwa:

“Manfaat monitoring bagi saya sebagai bahan evaluasi atau
penilaian akan hasil produk yang dijual. Sehingga dapat memberikan
perbaikan mungkin dalam kemasan, rasa dan pemasaran produk.
Dimana untuk pemasaran dari Bank Indonesia telah memberikan

edukasi terkait Digital Marketing yang mana ini dapat memberikan
dampak besar dalam omset penjualan bagi UMKM.”*!

“OPriatna, S.E, MSA, wawancara selaku manager UMKM di KPw Bank Indonesia Kediri,
(J1. Brawijaya No.2, Pocanan, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri), pada tanggal 26 Maret 2019 Pukul
12.20 Wib

“Siti Ngazizah, wawancara Anggota Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna
(PERTAKINA), (Ds Subontoro Kec Ponggok) pada tanggal 03 April 2019 Pukul 16.35 Wib
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Selain itu dijelaskan oleh Bapak Sucipto selaku Bendahara di

PERTAKINA:

“Manfaat dari monitoring yaitu sebagai bahan evaluasi baik itu
bagi PERTAKINA maupun UMKM binaan. Sehingga teman — teman
UMKM merasa bahwa adanya pendampingan baik itu dari Bank
Indonesia maupun PERTAKINA. Hal ini sangat dibutuhkan untuk
menumbuhkan loyalitas organisasi ataupun rasa memiliki organisasi
tersebut. Lalu UMKM tersebut mau belajar dan termotivasi untuk
menjadikan produknya lebih bagus dari sebelumnya. Kemudian yang
perlu diketahui bahwa di PERTAKINA tidak adanya anggota yang di
gaji apabila itu dilakukan akan membuat hancur loyalitas organisasi
yang ada di PERTAKINA. Sehingga PERTAKINA merupakan Non —
Governmental Organization (NGO) yang lebih fokus untuk kegiatan
sosial, Dimana membantu TKI Purna maupun keluarga TKI akan uang
yang diperoleh tersebut dapat digunakan pada hal yang lebih produktif
seperti membuat usaha. Selain itu akan terjadi perputaran uang yang
dapat menghasilkan keuntungan apabila dimanfaatkan tepat sasaran.
Namun akan tidak akan tepat sasaran disaat uang yang diperoleh
digunakan untuk hal — hal yang bersifat konusmtif. Yang mana akan
berdampak negatif bagi TKI Purna maupun bagi kelurga TK1.%

Dalam penyataan diatas dapat ditarik benang merah bahwa manfaat
monitoring atau pengawasan saangat diperlukan bagi UMKM.Selain itu
pendampingan secara terus menerus juga harus dilakukan oleh Bank
Indonesia maupun PERTAKINA agar UMKM merasa diperhatikan.
Sehingga UMKM termotivasi untuk belajar untuk mengembangkan usaha
yang mereka jalankan baik itu makanan, kerajinan, perternakan dan kopi.

Kendala itu relatif muncul atau ada pada setiap kegiatan tanpa
terkecuali dalam monitoring yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun

PERTAKINA. Hal ini disampaikan oleh Bapak Priatna Utama, S.E, MSA

*2gycipto, wawancara Bendahara Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna
(PERTAKINA), (Dusun Sanan RT 03 RW 01 Desa Dayu Kec. Nglegok Kabupaten Blitar) pada
tanggal 27 Februari 2019 Pukul 11. 45 Wib
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selaku manager UMKM di KPw Bank Indonesia Kediri dalam wawancara
sebagai berikut:

“Kendala atau hambatan saat melakukan monitoring bagi Bank
Indonesia yaitu Bank Indonesia hanya bisa melihat berapa UMKM
yang mebuka rekening baru. Aka tetapi Bank Indonesia tidak bisa
mengontrol untuk trasakasi yang ada di tabungan nasabah.
Dikarenakan adanya Undang-Undang perbankan yang melindungi
privacy nasabah. Yang mana untuk simpanan oleh nasabah itupun hak
pemilik rekening. Bank Indonesia bisa mendapatkan debet dan kredit
saja akan tetapi membutuhkan waktu yang lumayan lama. Dimana
saat informasi yang saat tidak tersedia Bank Indonesia mempunyai
tujuan tertentu akan tetapi mitra tidak bisa memberikan informasi
tersebut.”*

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu pernyataan yang
disampaikan oleh Bu Sulistiyaningsih selaku Ketua PERTAKINA:

“Kendala yang paling utama saat melakukan monitoring yaitu
rasa takut terlebih dahulu yang dirasakan oleh UMKM. Mungkin
monitoring itu adalah hal yang sangat menakutkan bagi UMKM. Akan
tetapi pada kenyataannya monitoring mempunyai peran penting bagi
evaluasi UMKM. Mungkin dalam hal pengemsan produk, rasa
maupun pemasaran untuk produk UMKM.”*

Selain itu juga dijelaskan oleh Bu Liana Ciptowati,S.H yang
merupakan pegawai Bank Indonesia dalam wawancara sebagai berikut:

“Kendala utamanya mungkin UMKM masih takut untuk bicara
terbuka. Selain itu akses menuju lokasi juga merupakan salah satu
kendala dalam monitoring. Tugas perbankan tidak semuanya
memberikan edukasi yang sesuai kebutuhan UMKM . Contohnya Bl
checking itu harus Bank Indonesia padahal bukan seperti itu juga.”*

*priatna, S.E, MSA, wawancara selaku manager UMKM di KPw Bank Indonesia Kediri,
(J1. Brawijaya No.2, Pocanan, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri), pada tanggal 26 Maret 2019 Pukul
12.35 Wib

*Sulistiyasningsih, wawancara Ketua Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna
(PERTAKINA), (Dusun Sanan RT 03 RW 01 Desa Dayu Kec. Nglegok Kabupaten Blitar) pada
tanggal 27 Februari 2019 Pukul 14.55 Wib

*Liana Ciptowati, S.H, wawancara selaku pegawai di KPw Bank Indonesia Kediri, (JI.
Brawijaya No.2, Pocanan, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri), pada tanggal 26 Maret 2019 Pukul
16.00 Wib
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Berdasarkan pemaparan diatas peneliti dapat menarik kesimpulan

bahwa Bank Indonesia dapat
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membantu UMKM untuk membangun networking agar keuangan
inklusif bisa diimplementasikan dalam kegiatan usaha yang dijalankan oleh

UMKM dan Bank Indonesia harus melakukan pendampingan secara terus

menerus bagi UMKM serta menjadikan bahan monitoring sekaligus

evaluasi bagi Bank Indonesia. Selain itu monitoring yang dilakukan oleh

Bank Indonesia dan PERTAKINA memiliki andil yang sangat kuat dalam

proses evaluasi kinerja bagi UMKM.Dengan adayan pegawasan serta

evaluasi ini akan menghasilkan sistemastis kegiatan yang terarah, agar
tujuan dari Bank Indonesia untuk mensosialisasikan, edukasi dapat tercapai
sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.
B. Temuan Penelitian
Berdasarkan paparan data yang telah diuraikan diatas, maka peneliti
dapat menarik benang merah terhadap temuan penelitian sebagai berikut:

1. Peran Bank Indonesia dalam melakukan sosialisasi keuangan inklusif
bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai pemberi
informasi dan fasilitator ataupun katalisator. Berikut beberapa langkah—
langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia:

a. Melakukan identifikasi permasalahan dan kebutuhan UMKM serta
memilih program keuangan inklusif yang tepat dan sesuai. Hal ini
wajib dilakukan agar konten atau materi yang ingin disampaikan

Bank Indonesia sesuai dan tepat sasaran.
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b. Melakukan perencanaan kegiatan sosialisasi agar sesuai dengan
rencana yang telah direncanakan. Perencaan yang disusun secara
sistematis ini secara langsung mempengaruhi hasil akhir.

c. Melakukan kegiatan sosialisasi secara continue kepada masyarakat
umum. Mulai sosialisasi yang dilakukan kepada pelajar, TKI dan
para pelaku bisni UMKM.

d. Memberikan gambaran umum terkait keuangan iklusif kepada
seluruh lapisan masyarakat. Selain itu masyarakat atau UMKM
memiliki pengetahuan dasar terkait keuangan inklusif yang
dibutuhkan oleh PERTAKINA vyaitu remitansi dan akses
permodalan di perbankan.

2. Peran Bank Indonesia dalam melakukan edukasi keuangan inklusif bagi
pelaku bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai edukator dalam
kegiatan sosialisasi keuangan inklusif. Berikut beberapa langkah —
langkah yang dilakukan Bank Indonesia:

a. Memberikan pembelajaran keuangan inklusif sesuai dengan
kebutuhan UMKM. Hal ini perlu dilakukan agar edukasi yang
dilakukan sesuai dan tepat.

b. Mendorong untuk UMKM vyang sebelumnya unbankable menjadi
bankable. Sehingga UMKM yang mungkin sebelumnya belum
mempunyai rekening diharapkan membuka rekening setelah

mengetahui pentingnya rekening bagi pelaku bisnis UMKM.
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c. Melakukan edukasi untuk mengelola uang remitansi yang mana
sebelumnya itu konsumtif menjadi produktif agar uang yang
diperoleh dapat berputar untuk kegiatan yang lebih bermanfaat.

d. Mendorong UMKM untuk dapat mengubah mindset agar tidak takut
untuk mengakses layanan jasa keuangan di perbankan.

3. Peran Bank Indonesia dalam melakukan monitoring keuangan inklusif
bagi pelaku bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai pihak yang
melakukan monitoring dan evaluasi terkait kegiatan yang telah dilakukan
mulai sosialisasi dan edukasi. Berikut beberapa hal yang dilakukan oleh
Bank Indonesia sebagai berikut:

a. Membangun networking agar keuangan inklusif  dapat
diimplementasikan dalam kegiatan usaha yang dijalankan oleh
UMKM.

b. Melakukan pendampingan secara terus menerus bagi UMKM.
Sehingga Bank Indonesia dapat mengetahui perkembangan usaha
yang dijalankan oleh anggota di PERTAKINA.

c. Melakukan monitoring secara berkelanjutan oleh Bank Indonesia.
Sehingga UMKM merasa mendapatkan perhatian baik dari Bank
Indonesia maupun PERTAKINA.

d. Menjadi bahan monitoring sekaligus evaluasi bagi Bank Indonesia
dalam rangka memberikan sosialisasi maupun edukasi kepada

UMKM.
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Lebih lanjut, temuan — temuan tersebut dapat peneliti tuangkan dalam
mapping berikut:

Tabel 4.1

Temuan Penelitian

No | Fokus Temuan Keterangan
1 Peran Bank Peran Bank Indonesia dalam melakukan
Indonesia dalam | sosialisasi keuangan inklusif bagi pelaku
melakukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
sosialisasi bagi sebagai pemberi informasi dan fasilitator
pelaku bisnis ataupun katalisator. Berikut beberapa | Bank Indonesia
UMKM langkah—langkah yang dilakukan oleh | berperan sebagai
Bank Indonesia: pemberi Informasi,
e Melakukan identifikasi | Fasilitator dan

permasalahan dan kebutuhan | Katalisator dalam
UMKM serta memilih program | mensosialisasikan
keuangan inklusif yang tepat | keuangan inklusif
dan sesuai. Hal ini wajib
dilakukan agar konten atau
materi yang ingin disampaikan
Bank Indonesia sesuai dan tepat
sasaran.

o Melakukan perencanaan
kegiatan sosialisasi agar sesuai
dengan rencana yang telah
direncanakan. Perencaan yang
disusun secara sistematis ini
secara langsung mempengaruhi
hasil akhir.

e Melakukan kegiatan sosialisasi
secara continue kepada
masyarakat  umum.  Mulai
sosialisasi  yang  dilakukan
kepada pelajar, TKI dan para
pelaku bisnis UMKM.

e Memberikan gambaran umum
terkait keuangan iklusif kepada
seluruh  lapisan  masyarakat.
Selain itu masyarakat atau
UMKM memiliki pengetahuan
dasar terkait keuangan inklusif
yang dibutuhkan oleh
PERTAKINA vyaitu remitansi
dan akses permodalan di
perbankan.
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Peran Bank Peran Bank Indonesia dalam melakukan
Indonesia dalam | edukasi keuangan inklusif bagi pelaku
melakukan bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah
edukasi bagi sebagai  edukator dalam  kegiatan
pelaku bisnis sosialisasi keuangan inklusif. Berikut
UMKM beberapa langkah — langkah yang | Bank Indonesia
dilakukan Bank Indonesia: berperan sebagai
e Memberikan pembelajaran | Edukator/Pendidik
keuangan inklusif sesuai dengan | dalam mengedukasi
kebutuhan UMKM. Hal ini perlu | keuangan inklusif
dilakukan agar edukasi yang
dilakukan sesuai dan tepat.
e Mendorong untuk UMKM vyang
sebelumnya unbankable menjadi
bankable. Sehingga UMKM yang
mungkin  sebelumnya  belum
mempunyai rekening diharapkan
membuka  rekening  setelah
mengetahui pentingnya rekening
bagi pelaku bisnis UMKM.
o Melakukan edukasi untuk
mengelola uang remitansi yang
mana sebelumnya itu konsumtif
menjadi produktif agar uang yang
diperoleh dapat berputar untuk
kegiatan yang lebih bermanfaat.
e Mendorong UMKM untuk dapat
mengubah mindset agar tidak
takut untuk mengakses layanan
jasa keuangan di perbankan.
Peran Bank Peran Bank Indonesia dalam melakukan
Indonesia dalam | monitoring keuangan inklusif bagi pelaku
melakukan bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah | Bank Indonesia
monitoring bagi | sebagai  pihak  yang  melakukan | berperan sebagai
pelaku bisnis monitoring dan evaluasi terkait kegiatan | langkah monitoring
UMKM yang telah dilakukan mulai sosialisasi dan | (Pegawasan) dan

edukasi. Berikut beberapa hal yang
dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai
berikut:

e Membangun networking agar

keuangan inklusif dapat
diimplementasikan dalam
kegiatan usaha yang dijalankan
oleh UMKM.

e Melakukan pendampingan secara
terus menerus bagi UMKM.
Sehingga Bank Indonesia dapat
mengetahui perkembangan usaha
yang dijalankan oleh anggota di

evaluasi terkait
keuangan inklusif
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PERTAKINA.

Melakukan monitoring secara
berkelanjutan oleh Bank
Indonesia.  Sehingga UMKM
merasa mendapatkan perhatian
baik dari Bank Indonesia maupun
PERTAKINA.

Menjadi bahan monitoring
sekaligus evaluasi bagi Bank
Indonesia dalam rangka
memberikan sosialisasi maupun
edukasi kepada UMKM.
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